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Abstrak 

Hakim menetapkan sebagai harta bersama tanpa analisis yang memadai 

mengenai apakah tanah tersebut merupakan hibah pribadi atau bagian dari harta 

bersama. Tujuan hibah untuk pembangunan tempat Ibadah tidak tercapai, 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim perlu memberikan analisis lebih 

mendalam terkait keabsahan bukti, dan relevansi dokumen agar putusan menjadi 

lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konsep. Teknik penelusuran 

bahan hukum dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum baik itu bahan primer maupun bahan hukum sekunder. Pengolahan 

bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer 

maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan 

hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan 

secara sistematis. Hakim menetapkan sebagai harta bersama tanpa analisis yang 

memadai mengenai apakah tanah tersebut merupakan hibah pribadi atau bagian dari 

harta bersama. Tujuan hibah untuk pembangunan tempat ibadah tidak tercapai, 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim perlu memberikan analisis lebih 

mendalam terkait keabsahan bukti, dan relevansi dokumen agar putusan menjadi 

lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tanah objek sengketa sebagai harta 

bersama dan belum dibagi waris seharusnya dikembalikan ke boedel waris untuk 

dibagi secara adil pada seluruh ahli waris. 

Hibah yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan atau ahli waris dianggap 

batal demi hukum dengan saran diberikan agar masyarakat lebih memahami aturan 

hibah dan PPAT lebih teliti dalam memproses akta hibah untuk menghindari konflik 

hukum. 
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Abstract 

The judge determined the property as joint marital assets without adequate 

analysis of whether the land in question was a personal gift or part of the joint assets. 

The purpose of the gift, which was for the construction of a place of worship, was 

not achieved and should have been taken into consideration by the judge. The judge 

is expected to provide a more thorough analysis regarding the validity of evidence 

and the relevance of documents to ensure that the decision is fair and acceptable to 

all parties. 

The research method used is normative legal research with a statutory and 

conceptual approach. The legal materials were sourced through a literature review 

of both primary and secondary legal materials. The processing of these legal 

materials involved selecting relevant primary and secondary materials, classifying 

them according to their legal categories, and systematically organizing the research 

data. 

The land in dispute, identified as joint marital assets and yet to be distributed 

as inheritance, should be returned to the estate (boedel waris) for fair division 

among all heirs. A gift conducted without the consent of a spouse or heirs is 

considered null and void by law. It is recommended that the public gain a better 

understanding of the rules governing gifts and that Land Deed Officials (PPAT) 

exercise greater diligence in processing gift deeds to avoid legal conflicts. 
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Ringkasan 

KEABSAHAN HIBAH ATAS TANAH 

SEBAGAI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 71/Pdt.G/2019/Pn Kpg) 

Tesis ini menganalisis tentang keabsahan hibah tanpa melibatkan ahli waris 

dengan metode penelitian hukum normatif. 

Bab I, membahas latar belakang kasus yang mana hakim dalam memberikan 

pertimbangan hukum kurang mendalam terkait hibah tersebut dari pribadi atau 

bagian dari harta bersama, Tujuan hibah untuk tempat ibadah, Tanah objek sengketa 

sebagai harta bersama dan belum dibagi waris tidak dikembalikan ke boedel waris 

untuk dibagi secara adil pada seluruh ahli waris. 

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 

yang  Pertama, ratio decidendi putusan pengadilan No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg. 

Hakim menetapkannya sebagai harta bersama tanpa analisis yang memadai 

mengenai apakah tanah tersebut merupakan hibah pribadi atau bagian dari harta 

bersama. Tujuan hibah untuk pembangunan tempat badah tidak tercapai, 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim perlu memberikan analisis lebih 

mendalam terkait keabsahan bukti, dan relevansi dokumen agar putusan menjadi 

lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tanah objek sengketa sebagai harta 

bersama dan belum dibagi waris seharusnya dikembalikan ke boedel waris untuk 

dibagi secara adil pada seluruh ahli waris. Pernyataan hakim bahwa hibah batal 

demi hukum sebagai kebatalan absolut perlu ditinjau ulang. Selain itu, penyerahan 

tanah langsung kepada salah satu ahli waris tanpa proses pembagian warisan 

melanggar peraturan perundang-undangan. 

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalan 

yang Kedua, pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat 

perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. membahas aspek hukum pengaturan hibah dari 

perspektif KUH Perdata dan UU Perkawinan, termasuk ketentuan pembatalan 

hibah, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan akibat hukum dari 

pembatalan akta hibah. Pembatalan hibah dapat terjadi jika tidak ada persetujuan 

pasangan dalam harta bersama, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU 

Perkawinan. 

Bab IV menyimpulkan bahwa hibah yang dilakukan tanpa persetujuan 

pasangan atau ahli waris dianggap batal demi hukum dengan saran diberikan agar 

masyarakat lebih memahami aturan hibah dan PPAT lebih teliti dalam memproses 

akta hibah untuk menghindari konflik hukum. 
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